SALINAN

Menimbang

Mengingat

PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DPRD KOTA MEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KOTA MEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

bahwa Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata
Tertib dipandang perlu untuk disesuaikan dengan
perkembangan hukum dan masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun
2025 tentang Tata Tertib.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);




Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856); '

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Nomor Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
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Menetapkan

10.

11,

12.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kota
Medan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6936);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata
Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024
tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kode Etik (Berita Daerah
Kota Medan Tahun 2023 Nomor 91);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan

Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah
Kota Medan Tahun 2025 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1
TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB.




Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata
Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2025 Nomor 30)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)

(5)

(6)

(7)

Pasal 10
Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat
diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan
komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh
Bapemperda.
Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD,
komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda
disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD
disertai dengan:
a. penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah
Akademik; dan
b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikoordinasikan oleh pimpinan DPRD kepada
instansi vertikal Kementerian atau Lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk
dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi.
Rancangan Perda yang telah dikaji sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), disampaikan oleh Pimpinan
DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7
(tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh
Pimpinan DPRD dalam rapat paripuna;
Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) :
a. pengusul memberikan penjelasan;
b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan
pandangan; dan
c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan
Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan
Perda berupa:
a. persetujuan;
b. persetujuan dengan pengubahan; atau
c. penolakan.



3.

(8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD
menugaskan komisi, gabungan komisi, atau
Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan
Perda.

(9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD
disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada
Wali Kota.

Ketentuan Pasal 57 ditambahkan 1 ayat, yakni ayat (6)
sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu
per dua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

(2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan
dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan
DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.

(3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai
pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota
badan musyawarah.

(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai
sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai
anggota badan musyawarah.

(5) Perpindahan  Anggota  DPRD dalam badan
musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya
dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam
badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6
(enam) bulan berdasarkan usul Fraksi ditetapkan
dalam rapat paripurna

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
tidak diberlakukan bagi perpindahan Anggota Badan
Musyawarah ke Badan Anggaran, sepanjang Anggota
yang bersangkutan telah menjalani masa keanggotaan
dalam Badan Musyawarah paling singkat 1 (satu)
tahun.

Ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf j diubah sehingga Pasal
82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82
(1) DPRD mempunyai hak:
a. interpelasi,
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.




(2)

Anggota DPRD mempunyai hak:

. mengajukan rancangan Perda;

. mengajukan pertanyaan;

. menyampaikan usul dan pendapat;

. memilih dan dipilih;

. membela diri;

imunitas;

. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;

. protokoler;
keuangan dan administratif; dan
menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila
dan Wawasan Kebangsaan
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4. Paragraf 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

5. Ketentuan Pasal 100 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah,
serta ayat (4) dihapus sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(4)

Pasal 100
Anggota DPRD mempunyai hak untuk
menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan Ideologi
Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan
Pancasila guna memberikan Pemahaman dan
Penghayatan Pancasila kepada masyarakat.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan maksimal 24 (dua puluh empat) kali
dalam satu tahun, sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah dan dijadwalkan dalam rapat badan
musyawarah.
Dihapus.




Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 28 April 2026

KETUA DPRD KOTA MEDAN,
ttd

WONG CHUN SEN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 05 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
ttd
WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2026 NOMOR 31

Salinan sesyai dengan aslinya
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